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ABSTRAK 
 
 
Yasser Arafat, S.310211104, 2013, Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi 
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang 
Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur  dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya serta menguji apakah Keputusan Gubernur 
Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum.  
Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (normatif) karena hukum 
merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum 
nasional. Dalam konsep normatif ini, hukum merupakan norma-norma baik yang 
diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah 
terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas 
untuk menjamin kepastiannya. Sifat penelitian hukum ini yaitu preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 
guna mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interpretasi dan silogisme.  
Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan 
bahwa setiap diktum dari Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 
189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
di Jawa Timur telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. 
Kesimpulan selanjutnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
di Jawa Timur tersebut tidak sesuai dengan keadilan sebagai tujuan hukum. 
Ketidakadilan yang dilakukan negara melalui Undang-Undang Nomor 
1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 
Menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktivitas Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia lantaran negara menjadikan penafsiran Departemen Agama 
terhadap agama tertentu sebagai penafsiran mutlak dan penafsiran yang dijadikan 
pegangan oleh negara dalam mengadili pihak-pihak yang memiliki penafsiran lain 
dan itu dijadikan landasan untuk melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi 
negara dalam mengeluarkan kebijakan publik dan produk hukum yang tepat guna 
menjamin hak asasi manusia dan keadilan.  
 
Kata: Ahmadiyah, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Sinkronisasi, Kebijakan Publik.  
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ABSTRACT 
 
 
Yasser Arafat, S.310211104, 2013, Prohibition Indonesian Ahmadiyah 
Activities in Justice Legal Perspective (A Case Study of East Java Governor 
Decree No. 188/94/KPTS/013/2011). 
 
This research aim to find out how to synchronization the East Java Governor 
Decree No. 189/94/KPTS/013/2011 about Prohibition Indonesian Ahmadiyah 
Activities in East Java with other legislation as well as to test whether the Decree 
of the Governor of East Java accordance with the principles of justice as the 
purpose of the law. 
This research is doctrinal (normative) because the law is a positive norms in 
the legal systems of national law. In this normative concept, the law is a good 
norms are identified with justice to be realized or norms that have been realized as 
an explicit command and positively to ensure certainty. The nature of the legal 
research that is prescriptive and applied. The approach used is a statutory 
approach and the conceptual approach. Data was collected through literature study 
in order to obtain primary legal materials and secondary legal materials. 
Techniques of data analysis and interpretation using analysis techniques 
syllogism. 
The results are then analyzed resulting in a conclusion that every dictum of 
Decree (SK) East Java Governor No. 189/94/KPTS/013/2011 about Prohibition 
Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java has synchronous with the 
legislation the other. Further conclusions East Java Governor Decree No. 
189/94/KPTS/013/2011 about about Prohibition Indonesian Ahmadiyah Activities 
in East Java is not in accordance with the law of justice as a goal. Injustices 
committed by the state 1/PNPS/Tahun Law No. 1965 on the Prevention of Abuse 
and / or blasphemy which then causes the Joint Decree 3 Ministers and East Java 
Governor Decree on the prohibition of activities of Ahmadiyah Indonesia because 
the State Department makes the interpretation of a particular religion to religion as 
an absolute interpretation and interpretation to hold on by the state in prosecuting 
those who have other interpretations and was used as the basis for banning 
Ahmadiyah activities in Indonesia. With this research is expected to provide 
advice and input to the public policy of the state in issuing proper and legal 
products to ensure human rights and justice. 
 
Keyword: Ahmadiyah, Justice, Human Rights, Synchronization, Public Policy. 
 
